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ABSTRAK1 

 
 Di Indonesia mengalami peningkatan dalam berinvestasi, dalam menanam modali 

didalam ataupun diluar inegeri. Hal ini tentunya menjadi tatangan baru bagi Indonesia 

untuk membuat regulasi yang mencakup keseluruhan penanaman modal serta tidak 

membedakan iinvestor iasing imaupun iinvestor dalami negerii di masa pademi Covid-19 

yang tentunya memerlukan kepastian hukum untuk berbagai pihak. Di bidang investasi 

atau penanaman modal kini tengah dilanda pandemic Covid-19 yang mengharuskan setiap 

negara dan investor untuk survive. Tujuani darii penulisan inii adalah iuntuk imengetahui 

ibagaimana ipenerapan asas kepastian hukum di Indonesia ditengah pandemic iCovid-19. 

Cara yang dilakukan ialah metode penelitiani normative yang bersifat ideskriptif idengan 

pengumpulan idata yang berhubungan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam 

pelaksanaan penanaman modal di tengah pandemic Covid-19. Pada situasi pandemic ini 

sudah banyak regulasi yang digunakan untuk mengembalikan normalnya penanaman 

modal di Indonesia, seperti penyederhanaan regulasi, memfasilitasi potensi perusahaan, 

mendatangkan investor dan lain sebagainya yang merupakan upaya dari perwujudan asas 

kepastian hukum. 

Kata Kunci :  Asas Kepastian Hukum, Penanaman Modal, Covid-19 

 

 

PENDAHULUAN 

Arus pergerakan penanaman modal cukup pesat, termasuk di Indonesia. Di 

Indonesia menanam modal atau investasi baik luar atau dalam negeri telah terjadi sejak 

zaman dahulu, namun sempat redup saat terjadinya krisis moneter di berbagai dunia 

termasuk Indonesia. Indonesia mengalami kerugian besar-besaran bahkan harus meminjam 

modal dari IMF untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Mulai saat itu lah 

timbul banyaknya peraturan-peraturan yang menajadi tolak ukur untuk berinvestasi. Dapat 

diartikan bahwa krisis akan terus membayangi ekonomi sebuah negara.2 

Penanamani Modali Dalami Negerii adalahi kegiatani menanami modali untuki 

mengambil posisi imelakukan iusaha idi iwilayah NKRI, baik dengan orang maupun 

 
11E-Mail         : evanurliaaa@gmail.com 
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2 Yuwono, “Investasi Saham Blue Chip Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” Media Mahadhika 
Volume 19, no. 2 (2021): hlm. 245. 
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perusahaan. Sedangkan tanam imodal asingi adalah akivitas menanamkan imodal untuk 

melakukan usaha yang dilakukan oleh ipenanam imodal iasing, ibaik iyang imenggunakan 

imodal iasing sebagian iatau bekerja sama dengan penanaman imodal idalam inegeri di 

wilayah republic Indonesia. Penanaman modal dalam negeri dan asing di Indonesia diatur 

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap pemodal 

atau investor harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. 

Saat ini pemerintah tengah gencar mendorong arus investasi atau penanaman modal 

asing ke Indonesia baik daerah maupun pusat meskipun ditengah pandemi. Setiap daerah 

menggali potensi masing-masing apa saja yang menjadi keunggulan atau daya tarik daerah 

tersebut. Kemudian regulasi yang dibuat di daerah pun turut serta dalam penyelenggaraan 

penanaman modal asing ini.   

Seperti yang kita ketahui bahwa dunia kini tengah dilanda pandemic Covid – 19 

yang bahkan sudah terjadi belakangan ini. Membuat banyak sektor terkena imbasnya, 

termasuk sektor ekonomi yang menjadi sektor penting dalam pembangunan bangsa 

Indonesia. Sektor industri pariwisata di Bali misalnya wisatawan yang datang ke Bali 

berkurang sebesar 33% imbas dari adanya Covid-19 ini membuktikan bahwa dampak 

Covid-19 terhadap ekonomi tidak bisa dihindari.3 Di tengah hiruk pikuk pandemic 

Indonesia mau tidak mau harus tetap melaksanakan kegiatan ekonomi agar nantinya 

perputaran ekonomi tetap lancar. Di tengah tekanan ekonomi dunia yang sedang redup 

karena pandemic Covid-19 Indonesia harus tetap merealisasikan setiap investasi yang masih 

terjaga. 

Untuk menarik investor, satu hal yang penting disiapkan yaitu kepastian hukum 

atau regulasi pelaksanaan penanaman modal. Kepastian hukum adalah memberikan 

kepastian terhadap tersedianya pelindungan hukum terselenggaranya ipenanaman imodal 

ini, baiki untuk penanami modali asing maupun idalam inegeri. Dalam pasal 3 ayat (1) a 

Undang-undang Penanaman Modali disebutkani bahwai penanaman imodal 

diselenggarakani berdasarkani iasas ikepastian ihukum. iMaksud dari pasal inii merupakan 

dasar idalam inegara hukumi yangi meletakan ihukum idan iketentuan pertauran 

iperundang-undangangan untuk pedolam ketika berada disetiap ketetapan idalam sektor 

melakukan menanamkan imodal.4  

Pandemic ini sudah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian 

Indoneisa. Penelitii Center For Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine 

Kosijungan mengemukakan iCovid-19 menuntut ibanyak perusahaani menutupi bisnisi dani 

operasinyai yangi berdampaki padai kurangnya lapangani kerja sehigga menimbulkan 

kerugian bagi para pihak. Kemudian regulasi yang rumit dan investor akan dihadaptkan 

ipada aturan tingkati pusat, provinsii kemudian idaerah itergantung dimana iinvestor akan 

melakukan investasi.5 Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dan strategi 

investasi di tenagh pandemic agar tidak terjadi ketidakpastian terutama ketidakpastian 

pasar yang terus menunjukan kelemahan. Untuk menyeimbangkannya diperlukan kepastian 

hukum yang dinilai cocok pada saat pandemic ini. Meskipun sudah terealisasikan 

 
3 Dewi Anggraini, “Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham,” Jurnal Bisnis, Ekonomi, 

Manajemen, Dan Kewirausahaan 1, no. 1 (2021): hlm 3. 
4 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 17 
5 Siaran Pers CIPS, “Kepastian Hukum Diperlukan Untuk Memastikan Iklim Investasi Indonesia 
Kondusif”, https://id.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-kepastian-hukum-diperlukan-untuk-
memastikan-iklim-investasi-indonesia-kondusif diakses 27 Maret 2021. 

https://id.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-kepastian-hukum-diperlukan-untuk-memastikan-iklim-investasi-indonesia-kondusif
https://id.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-kepastian-hukum-diperlukan-untuk-memastikan-iklim-investasi-indonesia-kondusif
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mempunyai perlindungan hukum, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa tetap 

terjadi, ini merupakan masalah serta resiko yang akan dihadapi.  Seperti yang kita ketahui 

tujuan idari hukumi ialah sebagai penciptaan kejelasan.  

Kepastiani hukumi adalah hal yang vital di Indonesia. Mendiskusikan hali tersebuti 

terdapat kesimpulan bahwasannya ipembangunan ihukum idi Indonesia adalah suatu yang 

ikompleks apalagi di tengah pandemi, untuk dapat menanamkan pemodalan di Indonesia 

memanfaatkan SDA dan SDM dinilai penting di samping memperlakukan dengan 

manusiawi dan adil disetiap pelaksanaannya.  

Untuk itu diperlukan kepastian hukum yang sesuai dengan pelaksanaan penanaman 

modal serta situasi saat ini. Dengan adanya uraian diatas, dengan itu masalah hukum yang 

dijabarkan adalah bagaiman penerapan asas kepastian hukum dalam penanaman modal di 

indonesia di tengah pandemi Covid-19. Tujuani darii penulisani inii ialah mencari tahu 

ibagaimana ipenerapan asas kepastian hukum di Indonesia ditengah pandemic Covid-19.  

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana 

asas kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di tengah pandemic Covid-19 

baik penanaman modal luar negeri maupun dalam negeri, seperti bagaimana penerapan dan 

upaya-upaya kepastian hukum dijalankan di tengah pandemic Covid-19 dengan sebaik 

mungkin. Karenannya seperti yang sudah diketahui setiap sektor kehidupan terutama 

investasi untuk beradaptasi kembali dikondisi baru yang biasa disebut dengan new normal. 

Asas kepastian hukum sangat penting pada masa pandemi untuk menghindari terjadinya 

hal-hal yang merugikan baik pihak investor maupun penerima investasi itu sendiri. 

Metodei penelitiani yangi dipakai ialah mentode ipenelitian ihukum normative yang 

memiliki sifat ideskriptif iyaitu dilakukan untuk mengidentifikasi konsepi dani asas-asasi 

kepastian ihukum investasi iyang dipakai sebagai pengatur investasi/penanaman modal di 

Indonesia yang menajdi dasar pengaturan investasi. Untuk mencari dan menemukan 

jawaban, digunakan pendekatan perundang-undnagan yangi berkaitan 9dengan 

9penanaman 9modal asing9 di9 NKRI. Datai yangi digunakani iadalah Undang-undang 

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal idan ibahan ihukum iprimer yang berupai 

karyai ilmiahi tentunya berkaitan dengani penanamani modali dii Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Investasi 

Pertumbuhan ekonomi secara umum dikatakan sebagai tolak ukur pertumbuhan 

suatu negara seperti halnya PDBi menjadii perhitungani pertumbuhani ekonomii yang 

mendeskripsikan bagaimana ekonomi suatu negara.6 Investasi merupakan suatu aktivitas 

untuk berspekulasi secara langsung maupun tidak langsung idengan harapani dii masai 

yangi akani datangi dapati memperoleh manfaat darii investasi tersebut. Dalam 

menciptakan pilihan investasi, iinvestor idihadapkan ipada peluang untuk membangun 

investasi langsung ke perusahaan atau mereka juga akan melakukan investasi tidak 

langsung melalui perantara, khususnya pasar modal dan pasar moneter.7 

Penanamani modali dii Indonesiai yangi diberlakukan merupakan penanamani 

modali dalami negerii dani penanamani modali luar negeri. Investasii ataui penanamani 

 
6 Muhammad Nasir Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, “Analisis Pengaruh Investasi Asing (FDI) 

Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” Jurnal Perspektif Ekonomi 
Darussalam Volume 2, no. 1 (2016): hlm 63. 
7 Teddy Chandra, Investasi Bagi Pemula (Pekan Baru: Zifatama Publishing: 2016), hlm 6. 
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modali sendiri secara umum memiliki pengaruh terhadapi pertumbuhani ekonomi, 

semakini tinggii investasii makai pertumbuhani ekonomii akani semakini baik dani 

mensejahterakan masyarakat yang meningkatkan pendapatan masyarakat. iBaik 

ipenanaman imodal idalam negerii maupuni luari negerii memiliki peranan tersendiri 

seperti halnya transfer teknologi dari luar negeri sehingga kemampuan produksi semaik 

baik lagi.8 

Kemudian saat ini Indonesia cukup banyak didominasi oleh investor asing misalnya 

Jepang, Korea Selatan, China dan Amerika serikat. Indeks penanamani modali asingi dii 

Indonesiai berjalan seiring dengani perkembangan globalisasi dunia. Penanaman modal 

asing menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Penanaman Modal mengungkapkan bahwa: 

“Perseorangan warga negara asing, dan atau pemerintah assing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”. Perusahaani mutlinasional 

biasnya mempertimbangkan PMA karena diharapkan dapat meningkatkan kekayaan 

pemegang saham maupun tingkat keuntungan.9 

Kesalahan umum dalam investasi biasanya adalah hanya mengikuti pergerakan arus 

investasi tanpa melakukan analisis terhadap pasar. Di dalam investasi terdapat risiko 

merugi atau untung itu sudah pasti hal ini terntunya harus sudah menjadi auan awal para 

investor atau pelaku pasar penanaman modal.10 Investor tentunya dalam menginvestasikan 

dananya berharap mendapatkan hasil atau return.11 

Hambatan atau kendala penanaman modal diantaranya yaitu otonomi daerah yang 

kurang mampu memelihara dan keutuhan wilayah,12 kemudian banyaknya regulasi yang 

diterapkan misalnya peraturan pusat, kemudian provinsi, serta kabupaten/kota. Meskipun 

menjadi banyak perdebatan dengan adanya penanaman modal asing, namun secara 

sederhana kehadiran investor asing memungkinkan manfaat yang di dapat cukup banyak.  

Manfaat yang dimaksud diantaranya bisa imenyerap pekerja idi inegara penerimai 

investasi; bisa membuka peluang demand ibagi produk idalam inegeri sebagaii bahani 

pokok; meningkatkan devisai yangi cukup banyak yang berdasarkan terhadap iekspor; 

menambahi income negarai darii serktor pajak; adanyai alihi teknologii atau ilmu 

pengetahuani antar investor dengani penerima modal.13 Manfaat ini jika dilihat ibahwa 

ikehadiran iinvestor iasing iberperan untuk ipembangunan iekonomi isuatu inegara.  

Badan-badan yang biasanya berperan dalam pelaksanaan ipenanaman modali dii 

idaerah-daerah yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang terletak di provinsi 

dan DPMPTST (Dinasi Penanamani Modali dani Pelayanani Terpadui Satui Pintu. Keduanya 

mempunyai peran iyang hamper sama. Seperti yangi dijelaskan idalam iPasal 27 Undang-

undang Penanaman Modal, BKPM ini melakukan komunikasi kebijakan ipenanaman imodal 

naik antar intansi pemerintah maupun Bank Indonesia, dengan daerah. Kemudian untuk 

apa yang menjadi tindak lanjut dari ini adalah iPeraturan iPresiden Republik Indonesia 

 
8 Syamsul Amar B Tevi Mahriza, “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja Dan 
Infrastruktur Terhadap Perekonomian Di Provinsi Sumatera Barat,” Jurnal Kajian Ekonomi Dan 
Pembangunan Volume 1, no. 3 (2019): hlm  
9 Fuji Astuty, “Analisis Investasi Asing Langsung Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di 
Indonesia,” Jurnal Manajemen Prima Volume 8, no. 2 (2018): hlm. 25. 
10 Suryanto, “Strategi Investasi Di Bursa Saham.” The Winners Volume 3, no. 1 (2020): hlm. 85. 
11 Diana Tambunan, “Investasi Salam Di Masa Pandemi Covid-19,” Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan 
Manajemen Volume 4, no. 2 (2020): hlm. 118. 
12 Suradiyanto, Suradiyanto, Made Warka, “Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan 
Penanaman Modal Di Indonesia.” DIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, no. 21 (2015): hlm. 28. 
13 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Bandung: Nuasa Aulia, 2018), hlm. 8. 
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Nomor 90 Tahun 2007 mengenai BKPM atau yang terbaru sekarang adalah Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal.  

Menyimak perani investor yang cukupi pesat idalam pembangunan iperekonomian, 

tidak mengerankan ijika Indonesia cocok menjadi tempat investasi apalagi iIndonesia adalah 

negarai yangi memilikii banyaki kekayaani alami dani sumber daya manusia. Permerintah 

Indonesia kini tengah gencar pula meningkatkan penanaman modal asing. Investor asing 

mencari untuk sedangkan Indonesia untuk mewujudkan perekonomian yang maju. 

Hubungan timbal balik ini tentunya dibutuhkan regulasi atau peraturan yang menajamin 

adanya kepastian hukum untuk investor dalam negeri maupun investor asing. 

Pada dasarnya suku bunga dalam penanaman modal sangat penting bagi para 

investor yang mana dengan mempertimbangkan hal tersebut investor akan melakukan 

investasi atau tidak. Selain itu keadaan ekonomi juga mempengaruhi investasi, ketika 

keadaan ekonomi baik maka besar kemungkinan berinvestasi.14 Tujuan pelaksanaan 

penanaman modal diantaranya yaitu imeningkatkan pertumbuhani ekonomi, imenciptakan 

ilapangan ikerja, imeningkatkan idaya saingi usahai nasional, imeningkatkan kemampuan 

iteknologi inasional, yang pada akhirnya tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kepastian Hukum 

Definisi hukumi Investasii merupakan norma-normai mengenai ihukum 

kemungkinan-kemungkinani dapati adanya aktivitas berinvestasi, berisi isyarat, tujuan, 

penegakan hukum idan lain sebagainya. Konstitusi selain menetapkan dasar kebijakan 

politik, ekonomi social dan budaya tentunya menempatkan kebijakan hukum dan dalam hal 

ini hukum investasi, maka rujukannyaa dalah bidang ekonomi.15 Meskipun rujukannya 

dibidang ekonomi tetapi tetap saja tiap kebijakan harus direalisasikan demi adanya 

kepastian hukum bagi para pihak. 

Menurut Gustav Radbruch, ihukum iharus imengandung itiga inilai identitasnya 

diantaranya yaitu iAsas ikepastian ihukum; iAsas ikeadilan ihukum; Asas kemamfaatan 

hukum. Asasi kepastian hukumi merupakan tersedianya perlindungan dan memberikan 

jaminan kepada para pihak yang bersangkutan. Asas kepastian hukum dalam investasi 

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 3 

ayat (1) a yang menyebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas 

kepastian hukum. 

Didalam Undang-undang Penanaman Modal, sebenarnya memiliki beberapa asas 

dan salah satunya yaitu kepastian hukum tentunya ihal iini iakan ikita ibahasi lebih dalam 

di pembahasan iyang pada intinya asas kepastian hukum ini menajdikan atau melindungi 

setiap penyelenggaraan investasi atau penanaman modal di Indonesia. Upaya pemberian 

jaminan dalam kegiatan ipenanaman imodal menjadi salahi satui factor yangi dapati 

menariki investori dalam berinvestasi. Hal ini tentunya diharapkan pula pada meningkatnya 

arus investasi asing ke Indonesia. Artinya kaidah-kaidah hukum baik nasional maupun 

 
14 Meria Ulva Nadia, “Analisis Realisasi Penanaman Modal Asing Sebelum Dan Saat Terjadinya 
Pandemi Covid-19 Di Jawa Timur,” E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Volume 10, no. 
1 (2021): hlm. 35. 
15 Zaidun, Muhammad, “Pidato Ilmiah: Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu 
Tantangan Dan Harapan,” Universitas Airlangga 38, (2008): hlm. 9. 
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internasional perlu diadaptasi kedalam hukum Indonesia sebagai jaminan penanaman 

modal di Indonesia.   

Perlunya keseimbangan ini adalah agar investor merasa nyaman berinvestasi di 

Indonesia dan arus perkembangan di Indonesia semakin meningkat. Adanya kepastian 

hukum merupakan harapan bagi para pihak yang menjadi korban tindakan sewenang-

wenang. iTanpa iadanya ikepastian ihukum maka orang itidak itahu iapa iyang iharus 

idiperbuat kemudian tidak memiliki pegangan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. 

Bagi investor, kondisi hukum yang stabil menjadi point utama untuk pertimbangan investasi 

mereka. 

 

Penerapan Kepastian Hukum iDalam Penanaman Modal Di Tengah Pandemi 

Perkembangan investasi di Indonesia kian hari kian meningkat meskipun pada 

kenyataanya masih menimbulkan banyaknya masalah yang di hadapi diantaranya 

infrastuktur yang belum memadai, ketenagakerjaan, regulasi, birokrasi, ikualitas isumber 

idaya imanusia, ipenyelesaian isengketa iyang ikurang kredibel, masalah ketidak kepastian 

berinvestasi dan tentunya masalah kepastian hukum.16 Pentingnya pembinaan dalam 

pelaksanaan modal dan konsultasi juga harus dihadapi idalam kegiatan ipenanaman 

imodal.17 Dii Indonesiai masalah yangi tak kalah penting adalah, bagaimana imenciptakan 

iiklim ipenanaman modali yangi kondusifi melalui law enforcement.18 

Pada tahun 2020 dunia tengah dilanda Covid-19 dan berdampak pada semua sektor 

temasuk sektor ekonomi investasi, berbagai perusahaan memutuskan kontraknya dan para 

investor atau pekerja mengalami kerugian yang akhirnya mengakibatkan turunnya investasi 

di Indonesia. iKondisi iini tentunyai berakibat sistematis, idan imasif ipada iperekonomian 

iglobal. Pada kondisi di tengah pandemi Covid-19 yang sebelumnya belum pernah terjadi 

sehingga dapat menyebabkan reaksi berlebihan para investor yang berakibat pada harga 

saham19 atau jenis investasi lainnya yang disebabkan kepanikan investor terhadap 

perekonomian secara global yang mengalami kecenderungan untuk menjual saham dan 

meyebabkan penurunan harga saham.20 

Namun semenjak ada Covid-19 ada perubahan yang cukup baik di bidang UMKM 

yang terus meningkat. Ini menajdi harapan dimasa pandemic ini, dengan adanya pandemic 

ini juga mengubah pola pikir masyarakat dalam dunia investasi diantaranya resiko-resiko 

yang mungkin ditimbulkan. Ditengah maraknya pandemic tentunya sebuah negara harus 

bisa survive dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Di bidang investasi sendiri tentu 

saja mengalami dampak yang signifikan, namun begitu investasi tetap berjalan di tengah 

pandemic. 

 
16 Winata, Agung Sujati. “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan 
Impikasinya Terhadap Negara,” Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, no. 2 (2018): hlm. 130. 
17 Fitri Kurnianingsih Mahadiansar Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, “Realits 
Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019,” Matra Pembaruan Volume 5, no. 
1 (2021): hlm. 67. 
18 Restu Hayati Poppy Camenia Jamil, "Penanaman Modal Asing Di Indonesia," Jurnal Ekonomi KIAT 
Volume 31, no. 2 (2020): hlm. 2. 
19 Ditriah Dwi Susilowati Novi Darmayanti, Titik Mildawati, “Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan 
Harga Dan Return Saham,” Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Volume 4, no. 4 (2020): hlm. 476. 
20 Rahandhika Ivan Adyaksana Crescentiano Agung Wicaksono,  "Analisis Reaksi Investor Sebagai 
Dampak Covid-19 Pada Sektor Perbankan Di Indonesia," JIAFE (Jurnal Ilmiah Akutansi Fakultas 
Ekonomi) Volume 6, no. 2 (2020): hlm. 137. 
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Dilansir dari website BKPM ipada iperiode itriwulan iI itahun i2020, Indonesiai 

hanyai mencatatkani pertumbuhan iekonomi hanya isebesar i2,97%. Kemudian sampai 

bulan Juni 2020, iBKPM itelah iberhasil imengeksekusi ivestasi imangkrak isebesar Rp.409 

triliyn idari itotal iRp708 itriliun. Selain disebabkan oleh Covid-19 investasi yang mangkrak 

juga disebabkan oleh perizinan dikementrian atau Lembaga pusat, perizinan di pemerintah 

daerah serta permasalahan lainnya. Unutk menyelesaikan permasalahan ini tentunya harus 

ada kerjasama iantara ipemerintah ipusat idan idaerah iuntuk memudahkan iinvestor 

imerealisasikan iinvestasinya. 

Untuk dapat menenagkan investor dalam iberusaha iadalah iadanya keapastian 

ihukum, ikarena idengan adanya ikepastian ihukum iinvestor bisa melakukani beberapa 

prediksii terhadapi rencanai usahai yangi idilakukannya. Dengani begitu selaini politiki 

ekonomii dani politik, factor ilain iyang imenjadi pertimbangani bagii investori untuki 

menanamkani modalnyai adalh masalahi ikepastian ihukum.21 Dalami konteksi 

kelembagaan, iperan ikepala idaerah isangat ibesar dalami menariki investori untuki 

menanamkani modal di daerahnya. Di tengah pandemic, banyak daerah-daerah yang 

mengalami kerugian baik material maupun immaterial, tentunya hal ini manjadi hal yang 

serius untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Apabila perekonomian di daerah tidak 

bergerak tidak bergerak dengan baik, maka dapat dipastikan perekonomian di pusat pun 

akan terdampak. 

Bahkan, karena Covid-19 realisasi investasi kuartal dua 2020 turun 4,3%. Kemudain 

irealisasi ipenanaman imodal iasing isepanjang ikuartal iII i2020 sebesari Rp97,6 triliuni 

sementarai penanamani modali dalami negerii senilai Rp.94,3 itriliun. iBKPM ijuga 

imencatat beberapa isektor iutama idalam investasi ipada ikuartal iII yaitu isektor ilistrik, 

igas idan iair, itransportasi, Gudangi dani telekomunikasi, ilogam, idan lain sebagainya. 

Dalam investasi, investor dapat menginvestasikan dana dengan terlebih dulu melakukan 

analisis, seperti analisis fundamental dan analisis teknikal.22 Nilai iIHSG juga mengalami 

penurunan, seperti yang diketahui bahwa nilai IHSG ditentukani dengani perhitungani atas 

dasar inilai, idimana ibobot iyang ilebih besari diberikani padai sahami yangi berkapitalisasii 

pasari besari dani bukani padai sahami paling tinggi.23  

Dalam pelaksanaan ipenanaman imodal tentunya memiliki hak dalam adanya 

ikepastian ihukum, ihukum, idan iperlindungan dan memiliki kewajiban dalam menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik sehingga di tengah pandemic ini dapat mengurangi resiko 

yang ditimbulkan. 

 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Penanaman Modal 

Di Indonesia Di Tengah Pandemic  

Politik hukum memberikan otoritas legislasi terhadap penyelenggara negara sebagai 

mana termuat dalam UUD 1945, termasuk politik hukum pada saat penanganan Covid-19 

yang mana pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum di tengah pandemic 

 
21 Mahmul Siregar, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya 
Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia,” 1” 33 (2003). 
22 Henny Saraswati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham Di Indonesia,” JAD: Jurnal 

Riset Akutansi Dan Keuangan Dewantara Volume 3, no. 2 (2020): hlm. 155. 
23 Shiyammurti, Nastiti Rizky, Dwi Anggraeni Saputri, Euis Syafira. “Dampak Pandemi Covid-19 Di PT 
Bursa Efek Indonesia (BEI),” Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Volume 1, no. 1 (2020): 
hlm. 3. 
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Covid-19.24 Bagi para investor penanaman modali butuhi adai satui ukurani untuk menjadii 

pegangani dalami menanamkan modalnyai baiki investor dalami negerii ataupun investor 

iasing. Ketidakpastian hukum imerupakan ibagian imasalah-masalah iyang menajdikan 

iinvestasi itidak kondusifi atau tidak berjalan lancar.25 Setelah pemberlakuakn new normal 

yang artinya harus beradaptasi dengan kondisi atau suasana baru, berbagai sektor termasuk 

penanaman modal memaksimalkan penggunaan teknologi dan digital26 dalam membantu 

pelaksanaan penanaman modal.  

Substansi yang tumpang tindih dapat menyebabkan membebani para investor dan 

penerima investasi. Setelah keluarnya undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor idalam negerii dan 

investor asing. Kemudian ibahwa tindakan itersebut itidak iberlaku bagii seseorang 

ipenanam imodal asing diperlakukan secara istimewa berdasarkan perjanjian Indonesia 

ataupun perjanjian apapun. iInvestasi iasing tidak mudah masuki kei Indonesiai bila 

peraturan mengenai kepastian hukum yang tidak jelas, misalnya yang sudah disebutkan 

sebelumnya yaitu peraturan yang terus berubah-ubah dan ruwetnya birokrasi perizinan 

yang ada di Indonesia. Begitupun sama halnya dengan penanaman modal dalam negeri. 

Penetapan Government Strategic Investment Policy di Indonesia menjadi suatu 

tantangan di tengah ekonomi yang menurun dan penderita Covid-19 maih terus bertambah 

sehingga pemerintah harus bersikap tegas.27 Di tengah pandemic Covid-19, pemerintah 

memastikan pemenuhan hak kebutuhan utama para investor dalam negeri maupun investor 

asing. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan BKPM dalam menjaga investasi dimasa 

pandemic selain menyelesaikan masalah-masalah investasi sebelumnya, ada juga empat 

strategi lainnya iyaitu: Memberikan fasilitas kepada iperusahaan iexisting iyang isudah 

beroprasi; Memberikan fasilitas berpotensinya perushaaan iexisting iyang ibelum terolahi; 

iMendatangkan iinvestasi ibaru; iDan imemberikan iinsentif ibagi perusahaani existingi 

yangi berekspansi. 

Upaya kepastian hukum yang dapat Pemerintah lakukan saat ini diantaranya yaitu: 

menjaga perusahaan-perusahaan yang masih beroprasi dibidang-bidangnya,  kemudian 

membuka perusahaan untuk konsultasi jika menemui masalah baru ditengah pandemic,  

membantu membesarkan perusahaan dengan promosi investasi dengan adanya komunikasi 

antar sesama perusahaan investor dengan lembaga berwenang diharapkan dapat 

menemukan titik temu yang pasti sehingga pada akhirnya baik para investor, pemerintah 

maupun pekerja tidak dirugikan ataupun meski harus mengalami kerugian tetap 

dilaksanakan sesuai dengan komunikasi ataupun pelaksanaan peraturan yang ada.  

Kemudian upaya pemerintah dalam peningkatkan kepastian hukum dibidang 

investasi salah satunya adalah pemerintah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang 

masih menjadi perdebatan banyak khalayak, kemudian upaya Online Single Submission 

serta tidak melakukan lockdown sepenuhnya meskipun hal ini juga menjadi perdebatan 

 
24 Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 
Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan," Jurnal HAM Volume 12, no. 2 (2021): hlm. 43. 
25 Hernawati, R A S, J T Suroso, “Kepastian Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibuslaw,” 
Jurnal Ilmiah MEA Volume 4, no. 1 (2020): hlm. 39. 
26 Imelda Sari, “Memahami Pernanan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi 
Covid-19,” FINANCIAL: Jurnal Akutansi Volume 7, no. 1 (2021): hlm. 31. 
27 Elisatin Ernawati Ahmad Syarifudin, “Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan 
Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa Covid-19,” Jurnal Judicial Review Volume 22, no. 2 (2020): 
hlm. 201. 
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pada awal pelaksanaannya. Dengan adanya upaya-upaya yang membangkitkan usaha yang 

sempat melemah diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan kerja baru, sehingga 

secara perlahan pemulihan ekonomi dapat berjalan seperti belanja pemerintah, masyarakat, 

dan penanaman modal.28 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 14/PJOK.05/2020 tentang Countercyclical yang berupaya untuk 

melindungi perekonomian negara dan stabilitas sistem keuangan, hal ini juga disambut baik 

oleh para pelaku UMKM ynag terdampak Covid-19.29 

Pada Juli 2020, upaya pemerintah untuk mendapatkan investasi di tengah pandemi 

juga membuahkan hasil, yakni sudah banyak perusahaan yang mengamankan relokasi pusat 

ike iIndonesia. Inii adalahi proses inegosiasi idan fasilitasii yangi dilakukani olehi Badani 

Koordinasii Penanamani Modali atau BKPM. Selain itu juga terdapat mekanismei yangi 

miripi dengani investasii yangi dapat dihubungkan dengani penyelematan UMKMi pada 

iPeraturan iMenteri Keuangani No.95/PMK.02/2018 mengenai Pembiayaan Ultra Mikro 

yang mana bertujuan utuk fasilitas pembiayaan usaha kecil dalam bentuk konvensional 

ataupun Syariah.30 

Hal ini dilakukan untuk mendukung sedikit demi sedikit berjalannya investasi 

ditengah pandemic meskipun pertumbuhannya tidak sebesar sebelumnya. Kebijakan yang 

mengharuskan mayarakat untuk social distancing bukan suatu hal yang mudah, yang 

kemudian dimodifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan setiap negara31 guna mengurangi 

dampak Covid-19 yang tentu dampaknya amat terasa termasuk pada iklim investasi, hal ini 

dilakukan tentunya agar pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Bagi para investor pun dapat 

memilih produk yang lebih kenservatif menhindari fluktuasi, seperti produk investasi 

reksadana yang stabil.32 Berbagai upaya demi mendukung kepastian hukum di tengah 

pandemic diatas tentunya menjadi harapan bahwa meskipun ditengah gempitan ekonomi, 

peran kepastian hukum tetap berjalan meskipun pelaksanaanya masih dirasa kurang. 

 

KESIMPULAN 

Berbagai upaya hukum dilakukan demi tercapainya kepastian hukum yang 

dilakukan untuk pemulihan investasi di tengah pandemic, seperti BPKM dan Otoritas Jasa 

Keuangan yang menyampaikan beberapa strategi atau kebijakan penanganan investasi di 

tengah pandemic covid-19. Pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi mengenai 

investasi agar mempermudah investasi dengan Undang-undang Cipta Kerja meskipun pada 

penerapannya masih menjadi polemic. Upaya-upaya di atas merupakan sebuah perwujudan 

adanya asas kepastian hukum dalam penanaman modal atau investasi meskipun pada 

pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai. Berbagai kendala pasti dirasakan baik para 

penanam modal maupun penerima penanaman modal. Regulasi yang jelas dan ringkas 

 
28 Susi Yanuarsi Sri Husnulwati, “Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” Solusi 
Volume 19, no. 2 (2021): hlm. 192. 
29 Edy Supriyono Nurmadi Harsa Sumarta, "Pendampingan Pengajuan Relaksasi Kredit Pada UMKM 
Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Kauman, Surakarta,” Jurnal Budimas Volume 3, no. 1 (2021): hlm. 
124. 
30 Hidayatullah Muhammad Alamin Nasution Muhammad Faiz Aziz, Surti Handayani, "Telaah Yuridis 
Investasi Pemerintah Menyelamatkan UMKM Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19," Jurnal JENTERA 
Volume 3, no.1 (2020): hlm. 209. 
31 Muhyiddin, “Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” The Indonesian 

Journal of Development Planning Volume 4, no. 2 (2020): hlm. 241. 
32 Mochamad Taufiq & Sutopo Batista Sufa Kefi, “Analisis Return Saham Sebelum Dan Selama 
Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Dan LQ 45 Di Bursa Efek 
Indonesia),” Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi Volume 19, no. 49 (2020): hlm. 73. 
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sangat diperlukan terutama di tengah pandemic untuk mempermudah berjalannya kegiatan 

penanaman modal. 
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